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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42/PMK.05/2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, 

PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada 

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 

Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 

Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, 

PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA 

TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
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tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disebut Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi 

persyaratan tertentu sebagai alat negara bertugas 

mempertahankan, melindungi, dan memelihara 

keutuhan dan kedaulatan negara. 

4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Anggota Polri adalah warga negara 

yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, 

serta menegakkan hukum. 

5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya 

berada pada lembaga negara yang merupakan alat 

kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang 

fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan 

fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna 

tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya 

kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari 

Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat 

pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang 

memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima 

penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam 
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bentuk pemberian Tunjangan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang 

selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi 

kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian 

atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah 

pembayaran. 

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM 

untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa 

Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan 

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM. 

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 

kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk 

melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum 

Negara. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  

DAN GAJI KETIGA BELAS 

 

Pasal 2 

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, 

Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 

sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa 

dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan 

negara. 
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Pasal 3 

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

terdiri atas:  

a. PNS dan Calon PNS; 

b. PPPK; 

c. Prajurit TNI; 

d. Anggota Polri; dan 

e. Pejabat Negara. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, termasuk: 

a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang 

ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri; 

b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan 

di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh 

instansi induknya; 

c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang 

tunggu; dan 

d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang 

Diberhentikan Sementara dan gajinya masih 

dibayarkan. 

(3) Aparatur Negara termasuk: 

a. Wakil Menteri; 

b. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; 

c. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi; 

d. Hakim Ad hoc; 

e. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang 

terdiri atas: 

1. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain;  

2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan 

lain;  

3. Sekretaris atau dengan sebutan lain; dan/atau 

4. Anggota, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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